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' IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SE COLAH MENENGAH

Mengingat

a.

]

UTAR/. KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESU.!",

bahwa UbLerdasarkan hasil Analisis Kelayakan dan
Penilaian dari Tim ‘Cailn Usulnm Pendartan Satuan
Pendidikan  Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas
Pendidikan dan Kebuda raan Kabuputen Mesuji Tahun
2016, terhadap usulan Pendirian SMA Negert ) Rawajitu
Utara Desa 3ungai Buaya Kecamnalan Rawajitu Utara
telah memenuhi persy aratan scbagaimana diatur calam
Peraturun  Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tabun 2014 tentang

Pedoman Pendirian, I' sri:bahan, dan Penutupan Satua
Pendidikan Dasar dan M:uengah;

bahwa serdasarkan pertimbaagzn sebagaiimana
dimakstd pada hurte a  tersebur  diatas, perlu

menctapkan Keputucan Hupat tenti g Penctapan lzin
Pendirian Satuan Pendid <an Sckoia ) Mencngah Atas
Negerl T Rawaj.tu Utara Liesa Sungai Buaya Kecamatan
Rawajitu Utara Kabup:aten Mesuj .

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wcnlang Sistem
Pend.dikan Nasional,

Undang-Undang Nomor !4 Tahun 2005 tentang Guru
darn Doserl;

Undang-Jndang Nomcer 49 Tahua 2008 tentang
Pembentukan K: bupaten Mesu:i di Provinsi Lampung;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent:
Pembentukan Peratviran Pérundang-undangan,
Undang-'/ndang Nomor 23 'I:ahun 2014
Pemerintahan Daerah sebagaimana
beberapa kali terakhir dengan Uy dang:
Tahun zmsmml‘gw PQNM
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__- _ﬂ‘ M "
porba e

Scanned by CamScanner



Pengelol i -

telah  diubah dengan Pcraturan Pemerinta

Tal un 2010 tentang Perubahan atas Peraturan ,

& ' Nomor 17  Tahun. 2010 entang Pengelolaan
Penyelenpgaraan Pendidikan:

12. Peraturar. Presider Nomor 87 Tahun 2014 te
Peraturan Pelak-anaan Unding-Undang Nomor 12 Ta
2011  tentang Pombentukan Peraturan Perundang-
undang i, )

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

v tentany Pembentuke n Produk Hukum Daerah;

| 14. Peraturan Menteri Fendidikar Nasional Republik Indonesia

! Nomor24 Taiun 2007 tentarg Standar Sarana dan

Prasarana Untulc Seko'ah Dasar/Madrasah Ibtidayah .
(SD/M1), Sekolal Menengah Pertama/Madrasah i

I Tsanawiyah ~ (SMP/M7's), dan  Seknlah  Menengah

| Atas/Madrasah Aliyah (SMA/.AA); ;

' 15. Peraturan Menteri Pencidikan dan Kebudayaan Nomor 80 |

Tahun 2013 tenwang Pendidilean Menengaly Universal; :

16. Peraturan Menteri Fondidikan dan [{cbudayaan Nomor 81A
Tahun 2013 teatang Implementasi Kurikulum;

17. Peraturan Menteri ] end dikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 201+ tentang Pedon.an Pendirian, Perubahan, dan
Penutupen Satuan Pendidikan Drsar dan Menengah; .

18. Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun
2012 tentang Orgasisas: dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Mesuji.

Memperhatika . 1. Keputusan Menteri Fendidikan Nasional Nomor 044

: /U/2002 tentang lDewan Pcndidik;n dan l\:.)mxte Sekolaly;

2. 3urat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia  Nomor  192a/U/2004  tentang Qtandarl
Pclayanan Minimal 3idang Pcndi@ikan; g

3. Surat Keputasan Kepala Dmgs Pendidikan ;
Keoudayawn — Kabupaten — Mceii Nomor
1225/111.01/1'PK/M")J/201.5 Tangga} 14 A.ggstsr 20
tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian 1
Pendidikan Meneng .

' MEMUTUSKAN :
TENTANG PENE
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Hmbupaten Mesuii sesu
undangan yang berlaku,

ieputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal dite
eten.tuan apabila  dikemudian hari tern
kekeh_ruan dalam Keputusan ® ini, maka -
perbaikan sebapraimana mestinya, '

Ternbusun disgmpaikan kepada Yth:

. MenteriPerdidikandanKebudayaan Rl d akaria:

. Gubernur Lampung di Teluk Betung; ’

. Dinas Pendidilan dan Kebudayoan Py winsy Lampung;
. Dinas Pendidikan clan Kebudaynan Kabupaten Mesuji;
. Kantor Arsip dan Perpustakaan Dacrah Kabupaten Mesuj,
. Arsip

QUL WES —

Scanned by CamScanner



